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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA
TAHUN 2018-2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019,

dengan ini menginstruksikan:

Kepada Para Menteri Kabinet Kerja;

Sekretaris Kabinet;

Jaksa Agung;

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Kepala Badan Intelijen Negara;

Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

Para Pinipinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
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Para Gubernur; dan

10. Para Bupati/Walikota.

Untuk

PERTAMA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019

sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA: . ..
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Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN

Tahun 2018-2019 kepada Presiden melahii Kepala Badan

Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran.

Khusus kepada:

1.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
memfasilitasi Badan Narkotika Nasional dalam mengoordinasikan
kementerian dan lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi
Nasional P4GN Tahun 2018-2019.

Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pemerintah daerah
dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN
Tahun 2018-2019.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN
Tahun 2018-2019.

Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan pelaksanaan

Instruksi Presiden ini.

Kepala Badan Narkotika Nasional:

a. mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam
melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun
2018-2019;

b. bersama Menteri Dalam  Negeri mengoordinasikan
pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi
Nasional P4AGN Tahun 2018-2019;

c. bersama . ..
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c. bersama Menteri Perencanaan Pembal}gunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;

d. melaporkan kepada Presiden:

1) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Aksi Nasional PAGN Tahun 2018-2019 yang dilakukan
bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan; dan

2) hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional PAGN Tahun
2018-2019 berdasarkan laporan kementerian, lembaga,

dan pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian
Anggaran kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dapat
mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi. . .
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Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,
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LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI

NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

DAN

PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2018-2019

AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

INDIKATOR KEBERHASILAN

BIDANG PENCEGAHAN

Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

P4GN di masing-masing
kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah.

a. | Sosialisasi bahaya Narkotika dan | - Badan Narkotika Nasional; Seluruh Tersosialisasikannya
Prekursor Narkotika serta - Kementerian Pendayagunaan | kementerian/lembaga dan |informasi bahaya Narkotika
informasi tentang P4GN kepada Aparatur Negara dan pemerintah daerah. dan Prekursor Narkotika
Pegawai Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi; melalui berbagai saluran
Prajurit Tentara Nasional - Kementerian Dalam Negeri. komunikasi yang dikelola oleh
Indonesia, dan Anggota kementerian/lembaga dan
Kepolisian Negara Republik pemerintah daerah. -
Indonesia.

b. | Pembentukan regulasi tentang Badan Narkotika Nasional Seluruh Terbentuknya regulasi tentang

kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah.

P4GN di lingkup
kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah.

c. Penyelenggaraan . . .
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AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

INDIKATOR KEBERHASILAN

Penyelenggaraan Hari Remaja
Internasional pada tingkat pusat
dan provinsi.

Badan Narkotika Nasional

Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional

Terselenggaranya Hari Remaja

| Internasional pada tingkat

pusat dan provinsi.

Promosi Generasi Berencana
(GenRe) di sekolah, kampus, dan
kampung Keluarga Berencana.

Badan Narkotika Nasional

Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional

Terselenggaranya promosi
GenRe di sekolah, kampus,
dan kampung Keluarga
Berencana.

Promosi GenRe berbasis
komunitas.

Badan Narkotika Nasional

Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional

Terselenggaranya promosi
GenRe berbasis komunitas.

Sosialisasi PAGN pada sarana
dan prasarana transportasi serta
moda transportasi.

Badan Narkotika Nasional

Kementerian Perhubungan

Terpasangnya slogan “Anti
Narkotika dan Prekursor
Narkotika” dengan
penempatan yang strategis
pada sarana dan prasarana
serta moda transportasi.

Penguatan dukungan ekologi
sosial bagi para Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).

Badan Narkotika Nasional

Kementerian Sosial

Terselenggaranya sistem
dukungan ekologi sosial bagi
para PMKS.

h. Pembinaan . . .







